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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 170 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG

LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 16 Tahun 2014, telah diatur ketentuan mengenai tarif

batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas

ekonomi;

b. bahwa terdapat trayek dan tarif yang belum tercantum

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16

Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan

Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun

2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut

Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
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64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5668);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1113);
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8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun

2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut

Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS

ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS

EKONOMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan

Penumpang Laut Dalam Negeri, (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 538) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Ketentuan trayek dan tarif yang belum tercantum dalam

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16

Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan

Penumpang Laut Dalam Negeri, dan telah diatur dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1

Januari 2015

2. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas

Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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